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PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini media massa seldu memberitakan kasus-kasus sengketa atau
tindak pidanayang yang sangat marak di pengadilan. Belum selesai kasus Prita
Mulyasari yang sampai sekarang belum terselesaikan, walaupun terdapat tekanan
publik yang sangat gencar dengan pengumpulan koin untuk membebaskan
Prita dari ancaman hukuman perdata dan pidana, media massa menyiarkan
lagi kasus LunaMaya. Luna Maya dilaporkan ke Kepolisian Metro Jaya, karena
dianggap mencemarkan nama bak wartavan infotainment medui jgaring
sosid Twitter. Mirip dengan kasus Pritta, sesuai dengan Undang-Undang
Informas dan Transaks Elektronik (1 TE), LunaMayaakan diancam dengan
hukuman maksmd 6 tahun dan denda 1 milyar rupiah. Kasus ini menjadi
lebih rama karena tidak semua asosias wartawan setuju dengan pelgporan
kasus ini ke Kepolisian, apalagi sampai ke Pengadilan. Beberapa tokoh
wartawan bahkan mengusulkan lebih baik ditempuh melalui jalur mediasi sgja
(di luar pengadian).

Begitu juga kasus-kasus pencurian oleh seseorang yang dianggap mewakili
rakyat kecil, seperti : kasus seorang nenek yang mencuri buah kakao di Banyumas,
kasus pencurian semangka di Kediri dan juga kasus pencurian sabun mandi
dan kacang hijau di Cirebon. Kebetulan para pencuri itu adalah orang miskin
yang tidak faham tentang hukum, bahkan selain nilai barang yang dicuri relatif
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kecil, kasus ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan mediasi di luar pengadilan.
Masyarakat luas menganggap keputusan hakim untuk menjerat merekadengan
pasal-pasal KUHP sangat berlebihan dan bertentangan dengan nilai keadilan.
Pencuri-pencuri yang miskin itu berhadapan dengan saksi pelapor yang secara
materi jauh lebih kaya Nilai keadilan terusik, karena pengadilan selau
memenangkan pihak yang kaya. Hal ini makin dianggap serius, karena
kepercayaan publik terhadap aparat hukum sangat menurun, sejak kasus Bibit
Chandra, para Ketua KPK yang dinyatakan sebagai tersangka, padahal hal itu
hanya merupakan krimindisas oleh pihak Kepolisan.Dari semua kasus itu
yang menarik adalah dari satu sisi, sebagian masyarakat telah |ebih sadar hukum
sehingga setigp sengketa dilgporkan kepada pihak penegak hukum, tetapi
sebagian yang lain juga kurang faham bahwa pengadilan bukan satu-satunya
media untuk menydesaikan perkara bagi para pihak yang bersengketa. Mash
ada caralain di luar pengadilan yang sebenarnya lebih tepat dan cepat untuk
menyelesaikan kasus sengketa dan atau kriminal, yaitu mediasi.

Penyelesaian sengketa, tidak selalu dilaksanakan dengan persidangan pengadilan,
akan tetapi cara-cara damai dapat ditempuh dan diupayakan secara lebih efektif
dan efisien dengan lembaga damai (dading) yang di atur dalam pasal 130 HIR/
pasd 195 RBG. Pasdl ini merupakan pasd yang lebih mengefektifkan serta
meningkatkan manfaat dari kebijakan pembaharuan peradilan. Bahkan
kebijakan ini diperluas, dengan mendorong pengembangan medias pada
umumnya. Pengembangan pasa 130 HIR/ Pasd 195 RBG dikonstruksikan
sebagai mediasi oleh pengadilan yang akan menjadi dasar pengembangan Court
Connated Mediation (Jacqueline, 1992:56). Hal ini juga dilakukan guna
pengembangan medias di luar pengadilan. Masyarakat merespons dengan
cukup bagus, sehingga kemudian dibentuk lembagalembaga medias seperti
halnya mediasi nasional. Sebagai implementasinya, berbaga pelatihan
dilaksanakan bak pada kdangan para hakim, penggar pada fakultas hukum,
maupun anggota masyarakat yang berminat.

Mahkamah Agung menetapkan beberapa pengadilan sebagai proyek pilot (pilot
prget) seperti pengadilan Negeri Batu Sangkar. Pada sgjumlah Pengadilan
Negeri, seperti Pengadilan Negeri Jekarta Sdatan, Pengadilan Negeri Muara
Enim, telah menydesaikan bebergpa perkara meladui mediasi. Di Pengadilan
Agama juga telah diperkenakan dengan mediasi guna lebih meningkatkan
upaya-upaya damai yang selamaini dijalankan untuk memperbaiki hubungan
keluarga yang sedang retak (ingin berpisah/talag).

Di samping penyelesaian perkara melaui mediasi, juga tidak menutup
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kemungkinan adanya penyelesaian perkara meldui arbitrase. Ddam hd ini,
pengadilan harus lebih tegas menyatakan tidak berwenang mengadili suatu
sengketa yang di dalam perjanjiannyaberisi klausul arbitrase. Begitu pula alasan-
dasan pembatdan arbitrase harus sesuai dengan bunyi ketentuan Undang-
undang No. 30 Tahun 1999 tentang arbitrase. Hakim harus menjauhkan diri
dai penafsiran, apdagi melakukan konstruks untuk membenarkan aasan
pembatdan putusan arbitrase (Sdeh, 1994:13). Ddam pembatdan arbitrase,
hakim harus berpegang pada asasfinal award kecuali dapat dibuktikan keadaan
yang sebdiknya sebagaimana bunyi Undang-undang atas dasar pendirian ini
Mahkamah Agung hampir, bahkan mungkin dalam semua kasus selalu menolak
gugatan pembatdan putusan arbitrase (Dimyati, 1994 : 23).

KEUNTUNGAN MEDIASI DAN BIAYA PERKARA

Jka dibandingkan berperkara meldui proses pengadilan, maka medias lebih
mudah dan murah. Namun bukan hanya sekedar lebih mudah dan murah,
tetapi juga memberikan keuntungan yang lain sebagaimana berikut:

1. Adanyadua asas yang penting dalam mediasi, yakni: Pertama, terhindarnya
dari posis pihak yang kdah dan pihak yang menang, menjadi “sama-
samamenang” (win-win solution). Sama-sama menang tidak sgja dalam arti
ekonomi atau keuangan, melainkan termasuk juga kemenangan moril,
reputasi (nama baik dan kepercayaan). Kedua, putusan tidak
mengutamakan pertimbangan dan dasan hukum, melainkan atas dasar
kesejgjaran kepatuhan dan rasa keadilan.

2. Penyelesaian melalui mediasi akan lebih mempersingkat waktu
penyelesaiannya, perpanjangan waktu dalam berperkaratidak semata-mata
beban ekonomi keuangan. Tidak kaah penting, beban psikologis yang
akan mempengaruhi berbagai sikep dan kegiatan pihak yang berperkara

3. Berperkara dapat menimbulkan efek sosial yaitu putusnyatali slaturrahmi
(hubungan persaudaraan aau hubungan sosid). Bukan sga antar pihak
yang berperkara, melainkan efek sosial dapat meluas sampai pada hubungan
kekerabatan yang lebih luas. Dengan melalui caramediasi hal-hal tersebut
dapat dihindari. Hubungan silaturrahmi yang retak dapat direkat kembali.

4. Medias sesua dengan dasar pergaulan sosid masyarakat | ndonesia yang
mengutamakan dasar kekerabatan, paguyuban, kekeluargaan dan gotong-
royong. Medias juga merupakan instrumen yang baik dalam menyelesaikan
sengketa untuk menjaga dasar-dasar kekerabatan, paguyuban dan
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kekeluargaan tersebut.

5. Mediasi adalah cara yang tepat menyelesaikan sengketa-sengketa
perniagaan. Medias merupakan ggjda globa dengan berbaga peliknya
keperkaraan (ongkos, waktu, hukum, yang makin kompleks, reputasi dan
lain-lain), maka dengan mediasi sebagal aternatif, cara penyelesaian sengketa
yang berkembang menggloba, baik sebagai keluarga, bangsa-bangsa,
maupun tata cara lembaga hukum secarainternasional.

6. Keuntungan medias bagi pengadilan addah: () Mengurangi jumlah
perkara yang masuk ke pengadilan; (b) mengurangi penundaan ddam
penyelesaian perkara (c) Hakim berkesempatan lebih mendaami setigp
perkara, sehingga akan meningkatkan mutu putusan demi kepentingan
perkembangan hukum maupun kepentingan pihak yang bersangkutan.;
(d) Medias merupakan sdah satu da penangka aas kepercayaan sosd
yang rendah terhadap reputasi hakim. Karena penyelesaian meditas
ditentukan oleh pihak-pihak, bukan oleh hakim; (€) Secara berangsur-
angsur berperkara di pengadilan dapat lebih diarahkan pada persodan-
persoalan hukum (bukan nilai perkara) yang kompleks dan mendasar yang
akan mempengaruhi perkembangan hukum, bahkan ilmu hukum
termasuk pulamedias lebih menonjol padasengketa-sengketayang bersfa
keperdataan. Namun tidak menutup kemungkinan dalam perkara pidana
pula. Sebagaimana halnya perdamaian dalam sistem adat-istiadat maupun
hukum adat kita, tidak terbatas pada sengketa perdata. Perdamaian juga
lazim ddam perbuatan (perkard) yang bersfa kepidanaan. Tidak jarang
suatu perbuatan yang depat dipidana disdlesaikan secara kekeluargaan
(Goodpaster, 1993 : 7).

Ddam hd terjadi kematian akibat perkelahian aau pertengkaran, misanya,
perdamaian terjadi melalui kompensasi terhadap kel uarga korban. Kompensasi
ini tidak semata bersifat materiil. Dapat juga bersifat immateriil seperti denda
adat, kewgjiban melakukan sesuatu untuk memulihkan kesembangan magis
Bahkan pernyataan penyesdan dan permohonan maaf yang tulusdan diterima
oleh keluarga korban tidak jarang menjadi dasar perdamaian yang penting. Di
masa dahulu, peran penting mendamaikan dilakukan oleh ketua adat atau kepala
adat, kepaa kaum atau kepaakepala kerabat. Sekarang, dalam praktek
perdamaian dilakukan oleh atau dihadapan kepolisian atau pejabat pemerintah
lainnya. Praktek semacam ini tidaklah bertentangan dengan tujuan atau fungsi
hukum seperti fungs memulihkan ketenteraman, memelihara perdamaian dalam
masyarakat. Karena itu sangat baik atau tetap dijalankan. Lebih dari itu, upaya
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damai semacam ini harus membawa konsekuensi hukum yaitu menutup perkara
begitu dicapa perdamaian. D oktrin yang mengatakan: “sfat pidanatidak hapus
sehingga perkara akan tetgp diteruskan waaupun ada perdamaian”, mestinya
harus dihapuskan. Dapat sgja, sifat pidana tidak hapus, tetapi perdamaian
menghilangkan atau menghapus hak menuntut (memperkarakan). Perdamaian
untuk sesuatu perbuatan pidana dapat disebut sebaga “abolis sosid” seperti
abolis yang ada pada Presiden (lazim dimasukkan sebagai hak preogratif
Presiden). Tentu sgja ada perbuatan-perbuatan pidanatertentu yang tertutup
untuk diselesaikan secara damai yaitu perbuatan pidana yang berkaitan dengan
keamanan negara (netiand sawrity) atau kepentingan nasiond (netiond intere),
atau kgiahatan terhadap pejabat negara Meminjam garan Rescoe Pound,
(walaupun dalam konteks yang berbeda), kejahatan semacam ini dapat disebut
sebagal kejahatan yang menyangkut “pubdic intered™, berbeda dengan “social
inteet” (Harahap, 1997: 20).

Bagaimana dengan korupsi yang merugikan negara dalam jumlah yang sangat
besar?Barangkdi adabaiknyamempergunakan — seperti telah disebutkan diatas
—pendekatan Roscoe Pound. Sdlain “pudicinteret”, Roscoe Pound membedakan
juga antara “sodd interet” dan “indvidud interest”. Korups yang merugikan
negaradapat ditinjau dari “pudicintered” dan “sadd interet”. Telah dikemukakan,
“publik interest” menyangkut kepentingan negara. Korupsi sangat nyata
merugikan keuangan negara sehingga mempunyai sSfat kepentingan nasiona
(national interest). Bahkan korupsi yang mergjalela, dapat menjadi ancaman bagi
kelangsungan dan keamanan negara (netiond sswrity). Namun, korups juga
berkaitan dengan “sdd interet”, yaitu kepentingan rakyat banyak terhadap
uang yang di korups. Yang disebut uang negara tidak lain dari uang rakya.
Dari segi kepentingan sosia (rakyat), bukanlah pemidanaan badan yang menjadi
kepentingan utama. Ditinjau dari kepentingan sosial, pengembalian uang yang
dikorups akan lebih bermanfaat untuk menjaankan program yang menyangkut
kepentingan rakyat banyak. Disini ada semacam “overlapping” bahkan “tension”
antara “pudic interet” dan “sodd intered”. Roscoe Pound sendiri mengakui
kemungkinan “overlapping” atau “tension” tersebut. Ddam keadaan seperti ini,
betapa penting pilihan “sxterdngpdicy” baik yang bersifat umum atau khusus.
Tanpa ada kepastian pilihan, maka pemberantasan korupsi akan selau
terombang-ambing dengan polemik yang berkepanjangan. Dalam praktek
peradilan — sepanjang terbukti putusan akan sekaigus meraih dua aspek
kepentingan dengan menjatuhi pidana badan dan kewgjiban membayar uang
pengganti. Pertanyaannya : “Apakah hasil yang dicgpa cukup efektif 2 Paling
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tidak ada dua ha menyangkut efektivitas ini. Pertama, sgauh mana putusan
uang pengganti telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. K etidakefektifan
pelaksanaan putusan uang pengganti terjadi karena kelambanan, maupun
kekayaan terpidanatelah sangat berkurang karenatelah ““didihkan” ke pihak
atau tempat lain. K edua, seberapa banyak, perkara-perkara korupsi yang telah
berhasil di bawa ke pengadilan, untuk mengembalikan kerugian negara.
Pengamatan sekilas memberi kesan kasus-kasus korupsi yang sudah
diungkapkan addah korups yang secara langsung dilakukan oleh kalangan
birokras. Dari berbaga kasus yang “populer”, korups yang terungkap dan
banyak dibicarakan addah korups yang terjadi setelah reformasi. K asus-kasus
dugaan korups sebelum reformasi nampak “makin sulit” diungkap dan —
seperti disebutkan diatas — kebanyakan dari kalangan birokras, sedangkan
mereka yang secara nyata menerima uang yang merugikan negara masih sangat
terbatas di Indonesia (Christoper, 1995 : 9).

Bagaimanadengan perbuatan pidanayang semakin menyangkut “social interest”
(kepentingan orang banyak). Contoh yang menarik addah perbuatan pidana
pencemaran lingkungan. Kepentingan sosid perkara semacam ini lebih nyata
dibandingkan dengan kepentingan sosd perkara korups. Karena itu, ddam
praktek di berbaga negara, tuntutan pencemaran lingkungan tidak diarahkan
pada pemidanaan melainkan pada ganti rugi untuk memulihkan lingkungan
dan memulihkan korban pencemaran. Dalam sistem hukum Indonesia hal ini
dapat digugat berdasarkan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) atau
upaya perdamaian melalui mediasi. Meskipun pemidanaan dapat disertai
tuntutan ganti rug atau uang penggantian, tetapi kecenderungan yang lebih
kuat adalah tuntutan ganti rugi. Pemidanaan dilakukan, apabila pencemaran itu
berkaitan dengan “naticnd interet” yang tidak dapat dipulihkan melaui ganti
rugi.

Dalam kaitan mediasi pidanaini, perlu perhatian terhadap konsep pemidanaan
restorative (redarative judicd yang secara konseptud dicoba dikembangkan di
bebergpa negara seperti Canada dan Audrdia

PERANAN MASYARAKAT

Telah diketahui, pemeran utama dalam medias adaah pihak-pihak yang
bersengketa aau yang mewakili mereka. Mediator dan hakim semata-mata
sebaga fasilitator dan penghubung untuk menemukan kesepakatan antara
pihak-pihak yang bersengketa. Mediator atau hakim sama sekali tidak dibenarkan
menentukan arah, gpalagi menetgpkan bentuk maupun is penyeesaian yang

134



Medias Sebecpi Altertif Peyelessian Sedkeadi L uar Pengedilan

harus diterima para pihak. Namun mediator atau hakim diperbolehkan,
menawarkan pilihan-pilihan berdasarkan usul-usul pihak-pihak yang bersengketa
sekedar mendekatkan perbedaan-perbedaan untuk menemukan kesepakatan
antara pihak yang bersengketa (Goodpaster, 1999 : 25).

Mengingat keharusan peran pihak-pihak yang bersangkutan dan pembatasan
peran mediator atau hakim, secara sosologis penydesaian sengketa meldui
mediasi dapat disebut penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat sendiri.
Masyarakat berperan menydesaikan sengketa mereka sendiri. Dengan cara-
caratersebut diharapkan penyel esaian akan lebih memuaskan setiap pihak yang
bersengketa Kdaupun ada kemungkinan unsur “mengdah”, yang lahir dari
prinsip “take and give”, hd itu lahir dari kemauan aau kehendak sendiri. Inilah
yang membedakan mediasi dengan penyelesaian melalui arbitrase. Selain tetap
menggunakan cara-cara beracara yang lebih “zakdijk”, arbiter lah yang
memutuskan dan menentukan is putusan arbitrase. Prosedur arbitrase dapat
disebut sebaga peradilan semu (qued redtgrask).

Sebagai suatu bentuk penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat, mediasi
dapat dipandang sebagai pranata sosial (social indtitution), bukan pranata hukum
(led indtitutian). Dengan demikian perkembangan atau keberhasilan medias
sangat tergantung pada sikap sosial masyarakat yang bersengketa. Aturan-aturan
hukum yang bersifat mengatur (rdegpredt) dapat dikesampingkan demi
mencapai kesepakatan mediasi. Tentu sgja aturan yang bersifat memaksa
(awingenrecht) tidak dapat dikesampingkan. Kesepakatan medias juga tidak
dibenarkan kalau bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan
kepentingan umum.

Ongkos perkara yang mahd, ditambah berbaga pertimbangan praktis lain
(waktu, reputasi, kekhawatiran kalah), telah mendorong perkembangan mediasi.
Tetapi, selain pertimbangan-pertimbangan praktis tersebut, dalam masyarakat
tertentu, mediasi dapat juga berkembang atas dasar tata kehidupan masyarakat
itu sendiri. Di Indonesia, mediasi memiliki landasan spiritual yang kuat untuk
berkembang | katan-ikatan kemasyarakatan, seperti (keanggotaan) masyaraket
hukum (rechtas-gemeenschap), paham kekeluargaan, dan lain-lain, semestinya
menjadi dasar penyel esaian sengketa secara kekel uargaan daripada berperkara
di pengadilan. Demikian pula paham keagamaan (Islam), seperti persaudaraan
seagama, permusyawaratan, agama sebaga rahmat bagi semua orang (semua
makhluk), kewgiban sding menyantuni, kewgjiban meindungi dan menghormati
keyakinan yang berbeda, semestinya mendorong menyelesaikan secara
kekeluargaan setiap sengketa.
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Tentu dapat dipertanyakan: “Apakah dasar-dasar spiritual tersebut dapat
menopang penyelesaian “damai” sengketa-sengketa bisnis, dan lain-lain
semacam itu? Sdain kemungkinan melibatkan jumlah yang besar, persodan
yang kompleks, sengketa-sengketa bisnis atau sengketa lain, depa berlintas
lingkungan sosid budaya yang berbeda, lintas saku, bahkan lintas bangsa
Kesadaran yang tumbuh dari nilai-nilai sosial dan keagamaan mengenai akibat
suatu perkara, ditambah berbagai pertimbangan praktis sebagaimana
dikemukakan di atas, akan menjadi pendorong kuat menyelesaikan sengketa
di luar proses peradilan khususnyamelalui mediasi.

Menyelesaikan sengketa meldui pengadilan bukan sesuatu yang buruk.
Pengadilan adalah pranata menyelesaikan perkara secara damai (sebagai lawan
dari tindakan kekerasan). Menyerahkan sengketa ke pengadilan, selain memilih
jalan damai, juga sebagai penolakan penyelesaian dengan menghakimi sendiri
(egariditing. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagai bentuk
penyelesaian secara hukum yang bersifat netra (tidak memihak). Namun,
pengalaman nyata menunjukkan, penyelesaian melalui pengadilan tidak selalu
memberi kepuasan. Sdain ongkos, waktu, reputas dan lain-lain, tidak jarang
dijumpai begitu banyak rintangan yang dihadapi menyel esaikan sengketa melalui
pengadilan. Bukan sga kemungkinan putusan tidak memuaskan, tetapi suatu
kemenangan yang telah ditetapkan itupun belum tentu secara cepat dapat
dinikmati karena berbaga hambatan seperti hambatan eksekusi. Bahkan
kemungkinan pada perkara baru, baik dari yang kaah atau dari pihak
“berkepentingan” lainnya Daam keadaan seperti itu, putusan pengadilan
sekedar sebagai putusan, tetapi tidak berhasil menyelesaikan sengketa. Berbeda
dengan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan seperti mediad, bukan
semata-mata mencapai putusan, tetapi putusan yang menyelesaikan sengketa.

MEDIATOR

Seperti disebutkan diatas, medias bukan pranata hukum, melainkan pranata
sosd. Karena itu, pekerjaan medias bukanlah pekerjaan di bidang hukum,
walaupun pekerjaan paling utama menyel esaikan sengketa hukum. Karenaitu
mediator tidak harus ahli hukum. Seorang ahli lingkungan (bukan ahli hukum
lingkungan), seperti seorang ahli biologi, ahli kehutanan dapat menjadi mediator
yang sangat baik menyeesaikan sengketa lingkungan. Syarat utama mediator
adalah kemampuan mengajak dan meyakinkan pihak yang bersengketa untuk
mencari jaan terbak menyeesaikan sengketa mereka (keshlian daam teknik
mediasi). Seorang ahli ekonomi dapat menjadi mediator yang baik
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menyelesaikan sengketa bisnis dengan berbagai perhitungan resiko ekonomi
kalau berperkara ke pengadilan. Alhasil, pekerjaan mediasi terbuka bagi semua
orang, termasuk ulama atau tokoh masyarakat. Pendekatan sosia atau
keagamaan dapat menjadi pangkal tolak menyelesaikan sengketa keluarga (baik
keluarga kecil atau keluarga besar), tanpa harus menyentuh ketentuan hukum
tertentu. Seperti diuraikan di muka, yang harus disentuh ddam medias ada
rasa keadilan atau kepatutan.

LINGKUNGAN MEDIASI

Lingkup medias tidak semaa-mata perkara besar (dalam arti sosid atau
ekonomi), contoh-contoh berbaga perkara sederhana dan atau kecil yang
berlanjut sampa ke Mahkamah Agung dan lain perkara sederhana lainnya
Tentu hd ini dgpa diperdebatkan. Memang nila ekonomi perkara tersebut
kecil, tetapi harga diri, kehormatan bukanlah sesuatu yang sederhana Tetapi
gpakah harga diri kehormatan itu tetap besar dibandingkan hubungan darah
antara mamak dan kemenakan, atau hubungan sosid persaudaraen antara
tetanggayang berbatasan atau wargasekampung Ha yang samaddam perkara
yang kemudian dipidanakan. Terpidananya seorang suami yang melakukan
kekerasan ringan terhadap istrinya. Terpidananya seseorang yang karena
bertengkar mengancam tetangganya. Seperti disebutkan terdahulu, di bebergpa
negara sedang dikembangkan penydesaian tindak pidana meldui “restorative
justice” yang memungkinkan “perdamaian” antara pelaku dan korban (Usman,
2003 : 15)

Hal-hal yang disebutkan di atas, adalah contoh-contoh perkara sederhana atau
kecil yang sampai ke pengadilan. Dapat diduga, dalam masyarakat kecil bangsa
kita, begitu banyak sengketa yang tidak menemukan penyelesaian. Berperkara
ke pengadilan tidak mereka tempuh, karenatidak mampu, baik secara ekonomi
atau sebab-sebab sosia lainnya (seperti takut dan lain-lain). Bagi mereka yang
berposis kuat ada kemungkinan enggan membawa perkara ke pengadilan.
Bukan sga karena pertimbangan biaya, beperkara berarti mempertaruhkan
reputas, kehormatan yang mungkin di rasa lebih berharga dari sengketaiitu
sendiri, Seandainya di tengah-tengah mereka ada mediator maka sengketa itu
dapat menemukan penyelesaian secara memuaskan semua pihak.

Perlu juga ditambahkan banyak sekdi perkara-perkara sederhana yang tidak
terkat dengan hargadiri atau kehormatan, misdnyasengketahargasewarumeah,
atau satu unit hunian di apartemen sederhana. Bagi yang menyewakan,
memperkarakan ke pengadilan tidak menguntungkan. Bayaran untuk advokat

137



Volume 12 Nomor 2 Juli - Desember 2009

lebih mahal dari harga sewa. Bagi yang menyewa tidak ada advokat yang mau
membeda Bayarannya terlau kecil dibandingkan dengan waktu yang harus
dipergunakan. Sengketa-sengketa ini akan sangat mudah dan memuaskan
apabila diselesaikan melalui mediasi.

PENUTUP

Demikian bebergpa catatan mengena mediasi. Bagi mereka yang pernah
mendengar aau membaca tentang medias tentulah dgpat memahami bahwa
mediasi sangat penting untuk dikembangkan, di lain pihak perkembangan itu
sendiri berjadlan merangkak dengan pelan. Pengetahuan dan kesadaran
menyelesaikan sengketa meldui medias belum dianggap sebaga dternatif
penting untuk menyelesaikan sengketa. DPR dan Pemerintah telah melakukan
terobosan sangat penting untuk mendorong pengembangan mediasi. Undang-
Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan industrid,
mewajibkan mediasi (bila perlu arbitrase setelah mediasi), untuk menyelesaikan
sengketa kerja sebelum disdesaikan meldui putusan pengadilan. Namun ha
ini masih perlu disosidisakan kepada setigp unsur masyarakat, agar mereka
tidak tergesa-gesa melaporkan kepada pihak Kepolisian dan langsung diproses
melalui penuntutan oleh Kejaksaan dan proses pengadilan. Penyelesaian melalui
medias ternyata lebih sesuai dengan budaya dan adat istiadat bangsa Indonesia,
sehingga mencegah adanya konfli keluarga dan masyarakat secaralebih luas
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